PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGS! SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 102
dan 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
maka guna tertib administrasi dan kelancaran tugas
serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,
perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036};

Q. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor S
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 8).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 37
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 hurufa mempunyai tugas:

a.

o

ia s I N ¢

mengurus surat-menyurat dan naskah dinas lainnya di lingkungan
Sekretariat Daerah;

mengarahkan naskah dinas penting dengan sarana kartu kendali
atau dalam lembaran pengantar;

menyimpan dan memelihara kartu kendali;

mencatat dan memberi nomor semua naskah dinas keluar;
melaksanakan kegiatan ekspedisi dan pendistribusian surat-surat;
menata dan mengatur penyediaan dan pendistribusian
surat/naskah dinas kepada dan dari pimpinan dan staf ahli
Bupati;

melaksanakan pengurusan perjalanan dinas dan keuangan
pimpinan dan staf ahli Bupati;

menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana
Strategis (RENSTRA);

mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Ketentuan Bab IV Pasal 52 dihapus.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 52
Dihapus.

3 Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 56

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon lla atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Dihapus.

(3) Asisten merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon [lla atau Jabatan
Administrator.

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan
Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Agustus 20 17 pada tanggal 31 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUPATI LAMONGAN,
LAMONGAN, ttd.
ttd. FADELI

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 28




